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ABSTRACT 

Restaurant tax is one of the potential local tax revenues. the increasing 

number of realizations does not deny the existence of uncollectible receivables 

and creates a collection process. 

 The purpose of this real work practice is to find out how the restaurant tax 

collection procedure at the bondowoso district regional revenue agency. the types 

of data used are qualitative and quantitative data. the data sources used are 

primary data through interviews and secondary data through laws relating to 

restaurant taxes. the data collection methods used are observation, literature 

study, and interviews.  

 Based on the results of real work practices, it can be concluded that the 

tax collection procedure is divided into 2 types, namely passive collection and 

active collection and through a process of five warnings in the form of three 

warning letters and 2 actions by the collection team of the bondowoso district 

revenue agency. in practice, collection has several obstacles from taxpayers 

arising from taxpayer financial problems. 

 

Keywords: Restaurant, Tax’s Billing, Regional Tax 
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RINGKASAN 

Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso; Nur Laili Tsamratul Jannah, 210903101062; 2024, 91 

halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Praktik Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada 22 Januari 2024 sampai dengan 

05 April 2024. Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mempelajari bagaimana Prosedur Penagihan 

Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Pajak 

Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di 

restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi 

oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.   

 Pajak Restoran sebagai salah satu potensi penerimaan dalam pajak daerah. 

Jumlah realisasi yang meningkat tidak memungkiri adanya potensi piutang yang 

tidak tertagih yang timbul dari Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Derah dan menimbulkan proses penagihan. Prosedur 

penagihan dibagi menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Prosedur 

penagihan meliputi 4 proses teguran dengan 3 surat teguran dengan jangka waktu 

7 hari setiap surat teguran dan penempelan banner hingga mencabut surat izin 

usaha restoran. BAPENDA juga menerapkan prosedur pemeriksaan lanjutan yang 

digunakan untuk mengecek data piutang telah tertagih dan tidak dapat tertagih. 

Piutang yang tidak tertagih akan melalui prosedur kadaluwarsa penagihan yang 

memiliki tenggat waktu 5 tahun untuk dilakukan penghapusan. 

 Praktiknya, penagihan restoran mengalami kendala seperti permasalahan 

finansial yang dialami wajib pajak dan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah 

pada usaha restoran yang telah tutup.  

 (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 821/UN25.1.2/SP/2024 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Semakin berkembangnya industri makanan dan minuman atau restoran 

menjadikan salah satu bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha. Pemerintah 

memiliki kebijakan di bidang pajak, salah satunya Pajak Restoran yang dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan restoran, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan 

dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

Ketidakpatuhan wajib pajak mengakibatkan munculnya tunggakan pajak dan akan 

meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan sarana untuk penagihan.  

Proses Pemungutan pajak restoran meliputi 3 bidang yaitu, bidang pendataan, 

bidang penetapan dan penagihan. Bidang Pendataan dan penetapan memiliki tugas 

untuk mendata restoran yang belum terdatar dan proses pembayaran pajak. Bidang 

penagihan akan melaksanakan penagihan setelah mendapatkan data dari bidang 

pendataan atas wajib pajak yang memiliki tunggakan. Tahapan penagihan yaitu 

dengan membuat Surat Teguran, dan Berita Acara yang dibuat oleh petugas 

penagihan dan ditandatangi kepala bidang penagihan kemudian melakukan turun 

lapang bersama tim Satuan Tugas (SATGAS) Kabupaten Bondowoso. Proses 

penagihan meliputi 3 surat teguran yang memiliki jarak dari teguran 1 ke teguran 

selanjutnya yaitu 7 hari. Bidang penagihan memiliki hak kepada wajib pajak yang 

menunggak pajak selama 5 tahun untuk diberikan sanksi pencabutan surat izin 

usaha restoran.   

Tabel 1.1  Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bondowoso (2020-2022) 

Tahun  Target Realisasi Persentase 

2020 1.212.543.320 2.337.739.432 192.80 

2021 3.442.623.077 3.027.371.917 87.94 

2022 3.500.000.000 4.514.779.964 128.99 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, namun kurangnya pemahaman wajib pajak terkait 

prosedur pembayaran yang diperoleh dari kegiatan turun lapang Praktik Kerja 

Nyata, ditemukan restoran yang telah tutup dan tidak melaporkan akan menjadi 

piutang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (BAPENDA) 

yang timbul dari potensi penerimaan yang tidak tertagih sehingga menunggu 

waktu untuk kadaluwarsa penagihan. BAPENDA memiliki strategi penagihan 

yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 

2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso 

yang mengutamakan asas Persuasif dalam sistem penagihan. Berdasarkan latar 

belakang, untuk menjelaskan Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Restoran 

maka dipilih judul untuk Laporan Praktek Kerja Nyata “Prosedur Penagihan 

Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini, Bagaimana Prosedur 

Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

1.3. Tujuan dan Manfaat  

1.3.1. Tujuan  

Tujuan dari adanya Praktik Kerja Nyata Ini adalah untuk menjelaskan 

Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

1.3.2. Manfaat  

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yakni sebagai sarana 

kerja sama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi  

2. Bagi Universitas, yakni mempererat hubungan kerja sama yang baik antara 

pihak Universitas dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  

3. Bagi Mahasiswa, yakni mendapat ilmu dan wawasan tentang implementasi 

prosedur penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso dan sebagai sarana dilakukannya Praktik Kerja Nyata
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Pajak Daerah 

2.1.1. Definisi Pajak Daerah  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

sebesarnya kemakmuran rakyat.  

2.1.2. Jenis Pajak Daerah  

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2022 dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), 

Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. 

b. Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan 

Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air 

Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, 

Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

2.2. Pajak Restoran  

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso No. 29 Tahun 2023, menjelaskan 

bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, 

yang dimaksud Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, 

kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/ catering. Pelaksanaan 

pajak restoran di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:  

a. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada restoran 
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b. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per serratus) per 

bulan dari nilai penjualan.  

2.3. Penagihan Pajak  

Menurut Rochmat Soemitro, penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

direktorat jenderal pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-

undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.  

Pengertian Penagihan Pajak dipertegas dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 

Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah serangkaian 

Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 

disita.  

2.4. Piutang Pajak  

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang 

penggolongan kualitas piutang pajak dan tata cara perhitungan penyisihan piutang 

pajak, piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih 

harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan 

yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 

akhir periode laporan keuangan. 

     Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah 

Kadaluwarsa, piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak 

sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi 

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

3.3.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan  

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso yang beralamatkan di Jalan Khairil Anwar No.297, 

Bondowoso, Jawa Timur. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Nyata, 

penulis bertugas pada 1 bidang yakni bidang Pajak dan Restribusi Daerah.  

3.3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilakukan sejak 22 Januari 2024 sampai 

dengan 05 April 2024, yang berarti memakan waktu sekitar 49 hari kerja dan 

ditempatkan di Bidang Pajak dan Retribusi selama proses magang. Waktu 

pelaksanaan magang yang dilakukan juga berbeda antara bulan Januari, Februari, 

Maret, April dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga ada 

perubahan jadwal jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso seperti di bawah ini:  

Tabel 1. 2 Jam Kerja Hari Efektif dan Bulan Ramadhan Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Bondowoso 

Jam Operasional BAPENDA  

Hari Efektif 

Jam Operasional BAPENDA Bulan 

Ramadhan 

HARI JAM HARI JAM 

Senin-kamis 07.00-15.00 Senin-Kamis 08.00-14.30 

Jum’at 06.30-11.00 Jum’at 07.00-11.00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024 

 

3.2.Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata  

Pada pelaksanaan kegiatan praktik kerja nyata ditempatkan pada bidang Pajak 

dan Restribusi Daerah dengan tugas melayani administrasi Wajib Pajak Daerah 

yang salah satunya adalah Pajak Restoran. Karena telah mendapat data yang 

sesuai yakni pada bidang Pajak dan Restribusi Daerah, maka dipilih judul 

“Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso” sebagai judul Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata.  
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3.3.Jenis Data dan Sumber Data  

3.3.1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah 

data kualitatif dan kuantitatif.  

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif berarti prosedur pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini 

menghasilkan data deskriptif, tulisan, catatan, dan suatu hal yang dapat diamati 

dan telah diinterpretasikan sehingga menjadi subjek penelitian (Sugiono, 2019). 

Data kualitatif yang digunakan pada laporan ini ialah wawancara dengan pegawai 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan petugas Restoran di 

Kabupaten Bondowoso. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berarti prosedur pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini 

menghasilkan data berupa numerik sehingga menghasilkan sebuah perhitungan 

didalamnya (Sugiono, 2019). Data Kuantatif yang digunakan dalam penyusunan 

laporan ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD), dan target serta realisasi penerimaan pajak daerah terutama 

pajak restoran pada Kabupaten Bondowoso. 

3.3.2. Sumber Data  

a. Data primer menurut Sugiyono (2019), merupakan data yang mengacu pada 

data sumber pertama yang telah dikumpulkan secara langsung dari hasil 

observasi dan wawancara terhadap narasumber, misalnya Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan target 

serta realisasi penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran pada 

Kabupaten Bondowoso dan ikut serta dalam kunjungan penagihan pajak 

restoran di Kabupaten Bondowoso. Wawancara dilakukan oleh Bapak Saiful 

Ramadan selaku analisis pajak dan retribusi. 

b. Data Sekunder menurut Sugiyono (2019), merupakan data yang diperoleh dari 

pihak eksternal lainnya, untuk memperkuat primer, berupa Undang-undang 

Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Peraturan Bupati 

Kabupaten Bondowoso, dan lain sebagainya. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya (Sugiyono,2019). Observasi 

dilakukan dengan pengamatan serta pengumpulan data secara langsung dengan 

melakukan pengamatan ke restoran terkait. 

b. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan cara dokumentasi yang dilakukan utuk mendapatkan 

data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan 

(Sugiyono,2019), seperti buku perpajakan, Undang-undang Perpajakan, Peraturan 

Daerah Kabupaten Bondowoso, Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso, dan lain 

sebagainya. 

c. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung kepada narasumber objek terkait 

(Sugiyono,2019). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai 

restoran dan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

yaitu salah satunya bersama Bapak Saiful Ramadan selaku analisis pajak dan 

retribusi.
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BAB 4. PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA) dalam 

kelembagaan pemerintah dibagi menjadi dua satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD), yakni badan pendapatan daerah (BAPENDA) dan badan pengelolaan 

aset. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019, 

Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2021 

tentang kelembagaan daerah. Maksud dan tujuan yang terkandung yaitu untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah. 

Pendapatan daerah juga dikoordinir oleh BAPENDA karena PAD tidak hanya 

bersumber dari pajak tetapi dari beraneka macam pendapatan seperti retribusi 

daerah dan pendapatan lain-lain. Berdirinya BAPENDA diharapkan dapat 

meningkatkan ketertiban pengelolaan administrasi.  

4.1.1. Susunan, Tugas, dan Fungsi Organisasi  

a. Susunan Organisasi  

 

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024 
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b. Tugas dan Fungsi Organisasi  

Tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Bondowoso telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoso.  

1. Tugas Organisasi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki tugas yakni 

membantu Bupati untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang keuangan yang 

berhubungan dengan pendapatan daerah.  

2. Fungsi Organisasi 

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso melaksanakan beberapa fungsinya sebagai berikut :  

a.) Perumusan dana pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan yang terkait 

dengan pendapatan daerah; 

b.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

keuangan terkait dengan pendapatan daerah; 

c.) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan bidang keuangan 

terkait dengan pendapatan daerah; 

d.) Pelaksanaan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak dan retribusi 

daerah; 

e.) Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan 

daerah; 

f.) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah; 

g.) Penyelesaian permasalahan retribusi daerah; 

h.) Pengelolaan retribusi daerah; 

i.) Penyusunan strategi pemungutan, evaluasi kebijakan dan pelaporan bidang 

keuangan terkait dengan pendapatan daerah; 

j.) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja dan perilaku kepada 

bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, 

prestasi kerja dan pengembangan karir; 
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k.) Penyampaian pelaporan hasil evaluasi, saran, pertimbangan terhadap tugas 

dan fungsinya kepada atasan; 

l.) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4.2.Hasil Praktik Kerja Nyata  

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Nyata yang telah 

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni BAPENDA Kabupaten 

Bondowoso pada bidang pajak dan retribusi daerah dengan tujuan mencari serta 

mengumpulkan data sehingga dapat menentukan judul yakni “Penagihan Pajak 

Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” 

4.2.1. Definisi Pajak Restoran  

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adanya 

Perubahan Pajak Restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang 

selanjutnya disingkat (PBJT) atas Penjualan dan/atau Penyerahan makanan 

dan/atau minuman. Makanan dan /atau Minuman adalah makanan dan/atau 

minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, atau melalui pesanan restoran, yang dimaksud restoran 

adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran. Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 masih melakukan perencanaan 

dan akan memberlakukan Pajak PBJT di pertengahan Tahun 2024. 

4.2.2. Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Bukan Objek Pajak 

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso yaitu:  

a. Wajib Pajak Restoran yaitu pribadi atau badan yang mengusahakan atau 

menjalankan objek pajak  

b. Subjek Pajak Restoran yaitu pribadi atau badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari objek pajak  

c. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yag disediakan oleh restoran. Adapun 

Objek Pajak Restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, 
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depot, bar, pujasera/food court, took roti/bakery, jasa boga catering, stand 

makanan dan minuman isidentil 

d. Pelayanan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu yang nilai 

penjualannya tidak melebihi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

4.2.3. Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso 

Pemungutan pajak restoran, Kabupaten Bondowoso menetapkan untuk 

menggunakan sistem self assessment, dimana wajib pajak yang berperan aktif 

untuk menghitung, serta membayar sendiri besaran pajak terhutang yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. . 

4.2.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran  

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 menjelaskan 

bahwa:  

a. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso 

Dasar Pengenaan Pajak Restoran restoran adalah jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh per seratus) per bulan dari nilai penjualan.  

b. Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso  

Tarif Pengenaan Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

perbulan dari nilai penjualan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan tarif tersebut 

diperoleh dari setiap bukti ransaksi oleh wajib pajak yang mencantumkan tarif 

pajak namun jika tidak tercantum seluruh pembayaran telah dikenakan tarif 

tersebut. Berikut adalah cara perhitungan pajak restoran:  

 

Pajak Terutang = Dasar Pengenaan Pajak × Tarif Pajak (10%) 

 

 

Contoh Perhitungan Pajak Restoran:  

1) Restoran Hotel Palem adalah sebuah restoran yang menyajikan menu lezat ala 

Hotel Palem yang terletak di Jalan A. Yani – Bondowoso. Dari penjualan 
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restoran tersebut omset penjualan makanan dan minuman dalam bulan 

November 2023 sebesar Rp. 10.091.000  

Dari omset penjualan Restoran Hotel Palem tersebut, perhitungan pajak 

terutangnya sebagai berikut:  

 

Pajak Terutang = Rp. 10.091.000 × 10% = Rp 1.009.100 

 

Jadi, pajak restoran yang harus dibayar oleh Restoran Hotel Palem pada bulan 

November sebesar Rp 1.009.100 

4.2.5. Pembayaran Pajak Restoran  

Setelah mengetahui jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak, proses 

selanjutnya ialah pembayaran pajak restoran. Wajib pajak dapat membayar 

kewajiban perpajakannya melalui pelayanan kantor BAPENDA, petugas 

penagihan dan Bank persepsi yang telah ditunjuk sebagai pembayaran pajak 

daerah yaitu Bank Jatim. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak restoran di 

Kabupaten Bondowoso: 

a. Tempat pembayaran  

Dalam pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat membayar kewajiban 

perpajakannya melalui kantor bapenda, petugas penagihan, dan bank persepsi 

yang telah ditunjuk oleh bupati Bondowoso sebagai pembayaran pajak daerah 

yaitu bank jatim.  

b. Cara pembayaran  

Pada cara pertama, wajib pajak membayar sendiri ke kantor BAPENDA, 

diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan membawa SPTPD yang telah 

diterbitkan dan melakukan pembayaran pajak restoran di bagian pelayanan pajak  

Pada cara kedua, pembayaran di bank jatim, wajib pajak dapat melakukan 

pembayaran di unit/ cabang kantor bank jatim di Kabupaten Bondowoso sebagai 

tempat pembayaran pajak restoran melalui ATM atau teller yang akan disetor di 

rekening pendapatan daerah sektor pajak restoran. 
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Pada cara ketiga, petugas penagihan akan mendatangi wajib pajak dengan 

membawa SKPD yang mencantumkan nilai pajak yang akan dibayar oleh wajib 

pajak. Selanjutnya bidang penagihan akan melakukan penyetoran hasil penagihan 

kepada bendahara penerimaan.  

c. Bukti pembayaran  

Petugas penagihan melakukan penagihan kepada wajib pajak disertai dengan 

penyerahan SKPD dan melakukan penyetoran hasil penagihan ke bendahara 

penerimaan dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) penyerahan surat 

pajak daerah. Selanjutnya, bendahara penerimaan menerbitkan surat tanda setoran 

(STS) dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Bukti pembayaran 

yang diberikan melalui petugas penagihan maupun pelayanan BAPENDA akan 

mendapatkan SKPD lembar berwarna putih. Sedangkan, pembayaran melalui 

bank akan mendapatkan bukti kwitansi pembayaran 

4.2.6. Dasar Penagihan  

Penagihan pajak menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 

adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 

menjual barang yang disita.  

Berdasarkan peraturan bupati bondowoso nomor 29 tahun 2023 tentang 

menjelaskan mengenai prosedur penagihan pajak restoran sebagai berikut:  

1) Dalam proses penagihan kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:  

a) Pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar  

b) Berdasarkan hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung  

c) Wajib pajak restoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga 

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling 

lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak sedangkan pajak yang 
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tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat 

dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan, dan ditagih dengan STPD.   

3) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 

dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran  

4) Penagihan pajak dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat 

peringatan terlebih dahulu yang diterbitkan oleh kepala badan pendapatan 

daerah  

5) Surat teguran atau surat peringatan sekurang kurangnya memuat nama wajib 

pajak dan/atau penanggung pajak, jenis pajak, besarnya utang pajak, perintah 

untuk membayar, dan jangka waktu pelunasan utang pajak, sanksi-sanksi yang 

akan diberikan  

6) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan  

7) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak restoran atau penanggung pajak tidak 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa  

8) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Badan Pendapatan Daerah dapat 

meminta bantuan kepada aparat penegak hukum 

Dasar penagihan pajak daerah adalah saat diterbitkannnya Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan harus dilunasi 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jenis 

penagihan pajak dibagi menjadi 2 yaitu:  

a. Penagihan Pasif  

Penagihan yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran dari surat 

tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan Atau Sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
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Keputusan Keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang 

kurang dibayarkan melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon 

atau media lainnya. 

b. Penagihan Aktif  

Penagihan yang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan 

surat tagihan pajak daerah (STPD), Surat ketetapan kurang bayar, surat Keputusan 

pembetulan, surat Keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan 

jumlah pajak kurang bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga penerbitan 

surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan 

penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak. 

Penagihan pajak aktif adalah kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari 

penagihan pasif yang diawali dengan surat teguran.  

Dalam proses Penagihan terdapat 5 (lima) teguran, yaitu:  

a. Teguran 1 

Teguran 1 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah 

jatuh tempo. Surat teguran 1 diberi kesempatan kepada wajib pajak untuk 

membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 1. Surat 

teguran 1 berupa surat teguran peringatan pembayaran pajak yang diterbitkan oleh 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.yang diserahkan oleh 

petugas penagihan. 

b. Teguran 2  

Teguran 2 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah 

diterimanya surat teguran 1. Surat teguran 2 akan diberikan kesempatan kembali 

kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah 

diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 2 berupa surat pemberitahuan tagihan 

pajak daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso yang diserahkan oleh petugas penagihan kepada wajib pajak. 

c. Teguran 3  

Teguran 3 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah 

diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 3 akan diberikan kesempatan kepada 

wajib pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya 



16 
 

 
 

surat teguran 2. Surat teguran 3 berupa surat pemberitahuan tagihan pajak daerah 

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

yang diserahkan oleh petugas penagihan. 

d. Kunjungan Satuan Tugas (SATGAS)  

Pelaksanaan penagihan dengan mengunjungi restoran bersama SATGAS 

Kabupaten Bondowoso dengan tujuan penertiban dan pengawasan tentang 

pembayaran tunggakan pajak. dan membuat berita acara terkait retoran yang 

menolak membayar pajak setelah melalui tahap kunjungan satgas. 

e. Pemasangan Banner bersama satgas  

Pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib 

pajak yang masih menghiraukan kunjungan SATGAS untuk melakukan 

penertiban. Pemasangan banner dilakukan oleh petugas penagihan BAPENDA 

bersama SATGAS kepada restoran yang tidak membayar selama 3 tahun. 

BAPENDA juga memiliki kewenangan untuk mencabut surat izin usaha wajib 

pajak kepada restoran yang tidak membayar selama 5 tahun. 

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak ketika mengalami keberatan, 

dengan mengajukan keringanan pembayaran kepada kepala daerah dengan 

tembusan kepada kepala BAPENDA.  

4.3. Prosedur Pendataan Wajib Pajak Restoran 

Bagian pendataan memiliki tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan 

bahan pendataan, penilaian dan penetapan pajak restoran. Setiap wajib pajak 

restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek pajak restoran ke Badan 

Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan 

usaha. Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya, maka BAPENDA 

akan mendaftarkan menjadi wajib pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk 

melakukan pembayaran dan melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah di 

BAPENDA Kabupaten Bondowoso dan akan dilakukan pengecekan oleh petugas 

pelayanan pembayaran pajak. Hasil pengecekan wajib pajak yang memiliki 

tunggakan pajak akan diserahkan kepada petugas penagihan untuk rekapitulasi 

data dan dilakukan proses penagihan. Apabila wajib pajak melaporkan SPTPD 

dengan melakukan pembayaran, maka kewajiban wajib pajak selesai, sedangkan 
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jika wajib pajak hanya melaporkan tanpa melakukan pembayaran maka akan 

dikategorikan sebagai wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. 

 

Gambar 4.2 Alur Pendataan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  

Bondowoso. 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024 

 

 



18 
 

 
 

 

4.4.Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran 

4.4.1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran  

Pengertian Penagihan Pajak dalam Peraturan Bupati Bondowoso nomor 65 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau 

Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah serangkaian Tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, menguusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 

disita. Pada dasarnya penagihan dilakukan dengan cara menagih, menegur, 

melaksanakan upaya aktif dengan cara langsung menyampaikan surat teguran 

kepada Wajib Pajak. surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk 

melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam tujuh hari setelah jatuh tempo 

penanggung pajak belum melunasi utangnya, maka surat teguran ini akan sampai 

ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada 

penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi 

dilakukan penagihan secara paksa. 

Masa pajak restoran adalah 30 hari, dengan jatuh tempo 7 hari setelah 

masa pajak berakhir. Pada saat telah melewati jatuh temponya pajak akan ditagih 

dengan memberikan surat teguran, setiap surat teguran berlaku selama 7 hari. 

Surat teguran akan diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso dan akan disampaikan oleh petugas bidang penagihan kepada wajib 

pajak  
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Berikut adalah prosedur penagihan pajak restoran di BAPENDA 

Kabupaten Bondowoso 

 

Gambar 4.3Alur Penagihan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  

 Bondowoso. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024 

Berdasarkan alur 4.3 berikut pelaksanaan penagihan pajak restoran dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Langkah 1 

Petugas bidang penagihan melakukan proses pengecekan data terhadap wajib 

pajak yang memiliki tunggakan pajak.  
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b. Langkah 2  

Apabila wajib pajak belum membayarkan pajak terutangnya melebihi jatuh 

tempo akan diterbitkan surat teguran 1 yang disetujui dan bertandatangan kepala 

bidang pajak dan retribusi daerah  sebagai peringatan awal pembayaran tunggakan 

dengan jangka waktu 7 hari  

c. Langkah 3  

Setelah surat teguran 1 diterbitkan dan wajib pajak belum membayarkan 

tunggakan pajaknya sampai melebihi jatuh tempo, akan diterbitkan surat teguran 

2. Jangka waktu surat teguran 2 ialah tujuh hari setelah diterbitkan wajib pajak 

harus membayarkan tunggakan pajak 

d. Langkah 4  

Apabila surat teguran 2 tetap dihiraukan oleh wajib pajak, makan akan 

diterbitkan surat teguran 3 dengan jangka waktu paling lambat 7 hari dan adanya 

kunjungan usaha wajib pajak oleh SATGAS bersama tim BAPENDA Bondowoso 

untuk penertiban pembayaran pajak  

4.4.2. Prosedur Penempelan Banner  

BAPENDA Kabupaten Bondowoso menempel piagam penghargaan kepada 

wajib pajak sebagai bentuk apresiasi karena telah patuh dalam pembayaran pajak 

selama 1 tahun pajak, apabila dilakukan pemasangan banner pada wajib pajak, hal 

tersebut mengidentifikasikan bahwa wajib pajak telah menunggak selama 3 tahun.  

Tindakan pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera karena 

telah diberikan surat teguran dan himbauan SATGAS Kabupaten Bondowoso 

untuk melunasi kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya, namun wajib pajak 

tetap tidak peduli terkait pembayaran. BAPENDA juga memiliki kewenangan 

untuk mencabut surat izin usaha restoran apabila wajib pajak terus melakukan 

tunggakan pembayaran. Pemasangan banner dan pencabutan izin usaha bukan 

termasuk dalam peraturan melainkan Kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso.  
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4.4.3. Prosedur Pemeriksaan Lanjutan Pada Penagihan Pajak Restoran 

Prosedur pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan adanya rapat evaluasi hasil 

penagihan bersama tim penagihan dan dipimpin oleh kepala petugas penagihan. 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang telah melakukan 

pembayaran melalui hasil rekapitulasi tiap objek pajak. Apabila setelah dilakukan 

evaluasi ditemukan usaha wajib pajak yang berhenti beroperasional, tim 

pendataan akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kondisi 

secara langsung dan menyiapkan proses cleansing data terhadap piutang yang 

dikategorikan tidak dapat tertagih selama 5 tahun. Cleansing data akan 

mengurangi jumlah piutang pajak yang tidak dapat tertagih sebagai potensi 

pendapatan BAPENDA.  

4.4.4. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Restoran  

Kedaluwarsa menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 

adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari wajib 

pajak. Kadaluwarsa penagihan pajak restoran dapat ditangguhkan dalam keadaan 

tertentu, apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan atau surat paksa tersebut 

yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa yang 

ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.  

Pengakuan utang dari wajib pajak secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung yaitu wajib pajak dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya 

kepada pemerintah daerah, dan pengakuan utang pajak secara tidak langsung yaitu 

dapat diketahui melalui pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan kepada kepala daerah dengan tembusan 

kepala BAPENDA oleh wajib pajak sehingga menimbulkan piutang pajak di 

setiap tahunnya. 
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4.4.5. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak/ Cleansing Data 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 65 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi 

Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa penghapusan piutang pajak daerah dapat 

dilakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bondowoso 

yaitu sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Bupati 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 

5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang. Piutang daerah dapat 

dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, 

kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiaanya diatur tersendiri 

dalam undang-undang.  Penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak dan 

retribusi daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan 

pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah diusulkan oleh PD 

teknis kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). 

Penghapusan secara mutlak atas piutang pajak dan retribusi dilaksanakan dengan 

ketentuan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan 

penghapusan secara bersyarat piutang dan penanggung hutang tetap tidak 

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang 

dibuktikan dengan keterangan dari apparat/ pejabat yang berwenang.  

Pada setiap akhir tahun kalender, kepala PD menyampaikan daftar usulan dan 

daftar Cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi kepada bupati. 

Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar 

cadangan pengahpusan piutang pajak dan/atau retribusi paling sedikit memuat:  

a. Nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi  

b. Alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi  

c. Alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi  

d. Nomor pokok wajib pajak daerah dan/atau nomor pokok wajib retribusi 

daerah  

e. Jenis pajak dan/atau jenis retribusi  

f. Masa pajak dan/atau masa retribusi  
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g. Jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan 

dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan  

h. Tindakan penagihan yang penagihan yang pernah dilakukan  

i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan  

4.5.Kendala Penagihan Pajak di Lapangan  

Berdasarkan hasil magang selama kurun waktu 3 bulan dapat diketahui 

bahwa kegiatan penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso terdapat kendala yang berasal dari wajib pajak yang 

menimbulkan adanya piutang pajak yang ada disetiap tahunnya. Kendala yang 

terjadi dalam pelaksanaan penagihan sebagai berikut:  

a. Perbedaan persepsi fiscus dan wajib pajak  

Kesadaran untuk membayar pajak bisa terkendala karena wajib pajak kurang 

memahami mekanisme pembayaran pajak yang benar sesuai prosedur, menunda-

nunda pembayaran sampai muncul surat peringatan, mengakibatkan jumlah 

piutang pajak restoran meningkat. 

b. Permasalahan finansial oleh wajib pajak  

Faktor ekonomi wajib pajak yang tidak stabil ketika restoran mendapat 

penghasilan tidak menentu atau fluktuatif dan cenderung dalam keadaan buruk 

membuat wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak 

melakukan pembukuan sehingga tidak dapat membedakan kebutuhan pribadi dan 

usahanya, dan keberatan membayar pajak dengan menjual harga produk lebih 

tinggi untuk membayar pajak.  

c. Sulitnya menemui wajib pajak  

Banyaknya jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak meningkat 

tetapi menghindar ketika tim penagihan mengalami kesulitan dalam menemui 

wajib pajak di restorannya dengan alasan pemilik restoran seringkali berada di 

luar kota, dan pegawai restoran yang enggan membayar tanpa konfirmasi kepada 

pemilik. Kendala ini berdampak pada tim penagihan yang akan mengunjungi 

restoran/rumah makan berulang kali.  

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk restoran yang tidak aktif 
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Piutang pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melaporkan kondisi usahanya 

yang tutup sementara atau permanen. Kondisi tersebut disebabkan terbitnya SKP 

untuk pembayaran pajak yang menyebabkan adanya piutang sehingga 

menimbulkan potensi penerimaan yang tidak tertagih. 

4.6.Upaya Meminimalisir Piutang Pajak 

Berdasarkan hasil magang selama kurun waktu 3 bulan dapat diketahui 

bahwa Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan 

berbagai upaya untuk kelancaran kegiatan penagihan Pajak restoran. Upaya yang 

dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam proses 

meminimalisir terjadinya piutang pajak yaitu:  

a. Sosialisasi  

Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak, sosisalisi 

di setiap wilayah kecamatan dilakukan oleh tim BAPENDA terhadap wajib pajak 

restoran tentang pentingnya untuk patuh membayar pajak dan himbauan untuk 

membayar pajak secara patuh dan tepat waktu, sehingga wajib pajak akan 

mengetahui pentingnya membayar pajak tepat waktu dan kerugian yang akan 

timbul jika terlambat membayar pajak seperti mendapat sanksi keterlambatan 

berupa denda sebesar 2% (dua) persen untuk wajib pajak restoran. Sosialisasi 

berupa video tentang himbauan membayar pajak dan proses pembayaran pajak.  

b. Pendekatan secara persuasive kepada wajib pajak yang memiliki restoran  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso lebih memilih pendekatan 

secara persuasive seperti mengingatkan tanggal jatuh tempo dan menemui wajib 

pajak secara langsung untuk mengetahui penyebab tunggakan pajak sebagai 

strategi utama kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak restoran. 

Pendekatan persuasive akan lebih efektif dilakukan dalam berinteraksi dengan 

wajib pajak.  

c. Menggali potensi wajib pajak baru dan tidak aktif di Kabupaten Bondowoso  

Dengan terbitnya SKP untuk wajib pajak yang sudah tidak aktif, BAPENDA 

melakukan pendataan ulang secara rutin setiap 3 (tiga) bulan terhadap wajib pajak 

restoran agar dapat melakukan penghapusan data kepada wajib pajak tidak aktif 

dan menemukan lokasi restoran yang berpotensi menjadi wajib pajak.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata, diperoleh kesimpulan bahwa 

prosedur penagihan sudah sesuai dengan kebijakan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan asas persuasif kepada wjaib pajak. 

Penagihan pajak dilakukan setelah petugas pendataan menemukan data wajib 

pajak yang memiliki tunggakan pajak dan akan dilakukan rekapitulasi oleh 

petugas penagihan. Penagihan restoran dilakukan melalui surat teguran 1 (satu), 

surat teguran 2 (dua), surat teguran 3 (tiga), kunjungan tim BAPENDA bersama 

SATGAS, pemasangan banner hingga mencabut surat izin usaha. Mayoritas wajib 

pajak akan membayar tunggakan pajak setelah terbit surat perintah untuk 

pemasangan banner. Pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera 

kepada wajib pajak agar segera membayar tunggakan pajak. Pembayaran 

tunggakan pajak, wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan 

pembayaran kepada kepala daerah dengan tembusan kepada kepala BAPENDA. 

Proses penagihan pajak restoran memiliki kendala terbitnya SKP untuk wajib 

pajak yang telah tutup permanen/ sementara yang menimbulkan potensi 

penerimaan yang tidak tertagih menjadi piutang bagi BAPENDA. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja nyata maka saran yang 

dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso penulis 

memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

yaitu:  

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso hendaknya 

mewajibkan setiap wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi tentang kepatuhan 

pembayaran oleh wajib pajak. 

2.  Untuk wajib pajak dapat diwajibkan untuk melaporkan status usaha restoran 

apabila melakukan penutupan secara sementara atau permanen kepada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menghindari timbulnya 

tunggakan pajak. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 2 Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 3  Surat Izin Bakesbangpol  
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Lampiran 4 Surat Balasan Instansi Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 5  Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 6  Sertifikat Bukti Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 7  Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing  
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Lampiran 9 Blanko Daftar Bimbingan 1  
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Lampiran 10 Blanko Daftar Bimbingan 2  

 

 



37 
 

 
 

 

Lampiran 11 Absensi Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 12 Daily Activities  

Hari Waktu 

Pelaksanaan dan 

Penanggung 

Jawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

1 22 Januari 2024 

a. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S. 

Sos,MM 

b. Ibu 

Luthfia 

Ika Invani 

Hasyati,S

E 

a. Apel Pagi  

b. Diterima di 

BAPENDA oleh 

kepala bidang 

pajak daerah dan 

retribusi dan 

perkenalan 

dengan seluruh 

staff BAPENDA  

c. Mempelajari 

undang-undang 

pajak daerah dan 

Restoran  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengenal para 

staff beserta 

tugasnya 

c. Memahami isi 

peraturan 

daerah dan 

restoran dan 

gambaran objek 

tugas akhir  

2 23 Januari 2024  

a. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S. 

Sos,MM 

b. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

restoran  

c. Melakukan 

diskuis bersama 

ibu Erika tentang 

objek laporan 

tugas akhir  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

SKPD pajak 

restoran  

c. Memiliki 

gambaran dan 

memahami 

objeklaporan 

tugas akhir  

3 24 Januari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

restoran  

c. Mendiskusikan 

tentang judul 

laporan tugas 

akhir  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahaui 

cara merekap 

SKPD pajak 

restoran  

c. Memiliki 

gambaran judul 

tugas akhir  



40 
 

 
 

4 25 Januari 2024 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

restoran dan 

reklame  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Memahami cara 

merekap SKPD 

pajak restoran 

dan reklame 

5 26 Januari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Bapak 

Dodik 

Setiawan,

S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

restoran, reklame 

dan hiburan  

c. Menata arsip 

SKPD pajak hotel 

2023  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

SKPD pajak 

restoran, 

reklame, dan 

hiburan  

c. Mengetahui 

cara menata 

arsip SKPD 

6 29 Januari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

 

a. Apel pagi  

b. Penatausahaan 

SKPD pajak 

restoran dan 

reklame  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

bagaimana 

proses 

penatausahaan 

SKPD pajak 

restoran dan 

reklame 

7 30 Januari 2024 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

 

b. Apel pagi  

c. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak pajak 

restoran dan 

reklame  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

data SKPD 

pajak restoran 

dan reklame  

8 31 Januari 2024 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

 

a. Apel pagi  

b. Penyusunan 

SKPD pajak 

restoran, reklame, 

hiburan, dan hotel 

untuk arsip pajak 

daerah  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahu cara 

penyusunan 

SKPD untuk 

arsip pajak 

daerah  
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9 1 Februari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos  

a. Apel pagi  

b. Menyusun berita 

acara rapat 

rekonsiliasi 

BAPENDA  

c. Menginput data 

realisasi PAD 

bulan januari 

2024  

a. Melatih 

kedisiplinan 

b. Mengetahui 

bagaimanna 

penyusunan 

barita acara 

rapat 

Rrekonsiliasi  

c. Mengetahui 

cara menginput 

data realisasi 

PAD  

10 2 Febuari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Menginput data 

SKPD pajak 

restoran untuk 

laporan keuangan  

c. Merekap realisasi 

pajak parkir 2023 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara menginput 

data SKPD 

untuk laporan 

keuangan  

c. Mengetahui 

cara merekap 

realisasi pajak 

parkir 2023 

11 5 Februari 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

a. Apel pagi  

b. Mempelajari SOP 

pajak restoran  

c. Melakukan 

pengarsipan file 

parkir 

berlangganan  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Menambah 

wawasan 

bagaimana SOP 

pajak restoran  

c. Mengetahui 

cara mengarsip 

file parkir 

berlangganan  

12 6 Februari 2024 

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

a. Apel pagi  

b. Meng-scan 5 

undang-undang 

pajak daerah  

c. Mempelajari 

terkait piutang 

pajak restoran 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara mengarsip 

Undang-undang 

pajak 

c. Menambha 
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Trianggrae

ni, S.Sos 

selama 5 tahun 

terakhir  

wawasan 

tentang jumlah 

piutang pajak 

restoran  

13 7 Februari 2024 

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S. 

Sos,MM 

 

a. Apel pagi  

b. Mengikuti rapat 

dengan topik 

SIPD dan piutang 

pajak daerah   

c. Mempelajari 

prosedur 

pembayaran 

melalui self 

assessment 

system dan 

official 

assessment 

system 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

wawasan terkait 

SIPD dan 

piutang pajak 

daerah   

c. Mengetahui 

perbedaan 

prosedur 

pembayaran 

melalui self 

assessment 

system dan 

official 

assessment 

system 

14 12 Februari 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Meng-scan nota 

penjualan naskah 

dinas pajak rokok 

c. Melakukan 

diskusi terkait 

target dan 

realisasi pajak 

restoran  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara mengarsip 

nota penjualan 

naskah dinas 

pajak rokok  

c. Mengetahui 

target dan 

realisasi pajak 

restoran  

15 13 Februari 2024 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

a. Apel pagi  

b. Wawancara terkait 

prosedur pangihan 

pajak restoran 

bersama bapak 

dodik  

c. Melakukan 

rekapitulasi pajak 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahi 

mekanisme 

penagihan pajak 

restoran  

c. Mengetahui 

cara merekap 
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S.Sos restoran untuk 

arsip bulan januari 

2024  

pajak restoran 

untuk arsip 

bulan januari 

2024 

16 15 Februari 2024 

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Penatausahaan 

merekap SKPD 

yang telah tertagih  

c. Memilah surat 

berita acara rapat 

bersama dinas 

terkait  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

SKPD yang 

telah tertagih  

c. Melatih 

ketelitian untuk 

memilah surat 

berdasarkan 

43okasi dinas 

terkait  

17 16 Februari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Achmad 

Riyanto 

Trimaryon

o S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Menginput data 

SKPD  pajak 

daerah untuk arsip 

tahunan 

c. Sharing bersama 

terkait kendala 

dalam penagihan  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara mengarsip 

SKPD pajak 

daerah  

c. Memahami 

kendala yang 

dialami dalam 

penagihan  

18 19 Februari 2024  

a. Bapak 

Yuli 

Mujiarto, 

SH 

b. Bapak 

Senang 

Hari 

Mulyono  

a. Apel pagi  

b. Turun lapang 

mengunjungi 

objek pajak 

reklame dan 

restoran  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

berbagai macam 

reklame dan 

restoran yang 

memiliki 

sinkronbox 

19 20 Februari 2024 

a. Bapak 

Yuli 

Mujiarto, 

SH 

a. Apel pagi  

b. Turun lapang 

mengunjungi 

dinas penanaman 

modal pelayanan 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

prosedur 

pendaftaran 
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b. Bapak 

Senang 

Hari 

Mulyono 

terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) dan 

tenaga kerja 

kabupaten 

bondowoso dan 

objek pajak parkir  

hinga perizinan  

objek reklame 

dan objek parkir 

yang memakai 

sinkronbox 

20 21 Februari 2024  

a. Ibu Inike 

Kusumaw

ati, S.E, 

MM 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

laporan pajak 

penerangan jalan 

2023  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

laporan pajak 

penerangan 

jalan 2023  

21 22 Februari 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

inputan data STS 

dan NK pada 

penerimaan 

realisasi PAD  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Menegtahui 

cara menginput 

data STS dan 

NK pada 

penerimaan 

realisasi PAD 

22 23 Februari 2024  

a. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

b. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

 

a. Apel pagi  

b. Penatausahaan 

terbit pajak hotel  

c. Diskusi terkait 

penagihan 

tunggakan pajak 

reklame dan 

restoran  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

proses 

penatausahaan 

SKPD terbit 

pajak hotel  

c. Mengetahui 

prosedur 

penagihan 

tunggakan pajak 

reklame dan 

restoran  

23 26 Februari 2024  

a. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

a. Apel pagi  

b. Implementasi 

surat 

pemeritahuan 

pajak untuk 

peingatan wajib 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

surat 

pemeritahuan 

pajak daerah  
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pajak  

24 27 Februari 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

diskusi terkait 

sebab dan akibat 

piutang pajak 

restoran  

c. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD piutang 

yang akan ditagih  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

sebab dan 

akibat 

timbulnya 

piutang pajak 

restoran  

c. Mengetahui 

cara merekap 

SKPD piutang 

yang akan 

ditagih  

25 28 Februari 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

b. Bapak 

Yuli 

Mujiarto, 

SH 

 

a. Apel pagi  

b. Meng-scan file 

disposisi 

pengembalian 

kelebihan pajak 

daerah  

c. Melakukan 

stampel pada 

reklame yang 

telah membayar 

pajak  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara mengarsip 

file disposisi 

pengembalian 

kelebihan pajak 

daerah  

c. Mengetahui 

prosedur 

penempelan 

stampel setelah 

wajib pajak 

membayar  

26 29 Februari 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

SE 

b. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

rokok dan 

penerangan jalan  

c. Melakukan 

diskusi untuk 

pembahasan bab 

1-3 laporan tugas 

akhir  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara mengarsip 

SKPD pajak 

rokok dan 

penerangan 

jalan  

c. Menambah 

pengawasan 

terkait 

pembahasan di 
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laporan tugas 

akhir  

27 1 Maret 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

 

a. Apel pagi  

b. Membantu 

penyusunan target 

dan realisasi dan 

target proyeksi 

pendapatan 

kabupaten 

bondowoso tahun 

2021-2025 

c. Diskusi tentang 

perubahan 

pertauran bupati 

pajak restoran no 

29 tahun 2023 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui dan 

mempelajari 

target dan 

realisasi dan 

target proyeksi 

pendapatan 

kabupaten 

bondowoso 

tahun 2021-

2025  

c. Menambah 

wawasan terkait 

perubahan 

peraturan bupati 

tentang 

ketentuan usaha 

catering 

28  4 Maret 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

b. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

a. Apel pagi  

b. Merekap ulang 

parkir 

berlangganan  

c. Sharing bersama 

terkait alasan 

restoran yang 

memiliki 

tunggakan pajak  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara merekap 

data pajak 

parkir 

berlnagganan 

c. Mengetahui 

alasan restoran 

yang melakukan 

tunggakan pajak  

29 5 Maret 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah,

a. Apel pagi  

b. Membantu 

persiapan scan 

SKPD pajak hotel 

untuk rapat target 

dan realisasi tahun 

2024  

c. Memilah data 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

persiapan 

laporan untuk 

rapat target dan 

realisasi  

c. Mengetahui 
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SE 

 

realisasi pajak 

daerah sesuai 

objek pajak 

cara pemisahan 

realisasi pajak 

daerah sesuai 

objek data  

30  6 Maret 2024  

a. Bapak 

Catur 

Armanto 

Widodo  

a. Apel pagi  

b. Membuat berita 

acara tentang 

penyerahan 

lembar SKPD  

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Mengetahui 

cara membuat 

berita acara 

penyerahan 

lembar SKPD  

31 7 Maret 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

 

a. Apel pagi  

b. Melakukan 

presentasi hasil 

laporan tugas 

akhir untuk Bab 

1-3 

c. Mengecek dan 

merekap kembali 

realisasi pajak air 

tanah 2023 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Memaparkan 

kepada pihak 

BAPENDA 

terkait hasil 

laporan tugas 

akhir sementara  

c. Menambha 

ketelitian dalam 

laporan pajak 

air tanah  

32 8 Maret 2024  

a. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S.Sos, 

MM 

b. Bapak 

Yuli 

Mujiarto, 

SH 

a. Apel pagi  

b. Mengikuti jalan 

jalan sehat (JJS) 

bersama seluruh 

staff BAPENDA  

c. Melakukan 

stempel pada 

reklame yang 

telah membayar 

pajak 

a. Melatih 

kedisiplinan  

b. Lebih mengenal 

bersama staff 

BAPENDA  

c. Mengetahui 

cara stemple 

pada reklame 

yang melakukan 

pembayaran 

pajak  

33 13 Maret 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

b. Bapak 

a. Merekap ulang 

penerimanaan 

pajak rokok 

b. Implementasi 

surat teguran 1, 2 

dan 3 dalam 

a. Memahami cara 

pengarsipan 

penerimaan 

pajak rokok 

b. Mengetahui 

macam-macam 
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Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

 

proses penagihan  surat teguran 

dalam proses 

penagihan  

34 14 Maret 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

 

Meng-scan nota 

debet/kredit 

belanja bagi hasil 

pajak rokok  

Mengetahui 

cara mengarsip 

nota 

debet/kredit 

belanja bagi 

hasil pajak 

rokok  

35 15 Maret 202 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE  

Menata arsip 

SKPD pajak 

hiburan dan hotel  

Mengetahui 

cara menata 

arsip  

36 18 Maret 2024  

a. Ibu Selvie 

Yeny 

Trianggrae

ni, S.Sos 

b. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

a. Membuat surat 

berita acara rapat 

rekonsiliasi 

pendapatan asli 

daerah bersama 

dinas Kesehatan 

kabupaten 

bondowoso  

b. Menginput data 

STS dan NK pada 

rekapitulasi 

realisasi 

penerimaan PAD  

c. Implementasi 

pemasangan 

banner pada 

reklame yang 

tidak patuh  

a. Mengetahui 

cara membuat 

surat berita 

acara untuk 

rapat bersama 

dinas Kesehatan 

kabupaten 

bondowoso  

b. Memahami cara 

menginput data 

STS dan NK 

pada 

rekapitulasi 

realisasi 

penerimaan 

PAD  

c. Mengetahui 

prosedur 

pemasangan 

banner pada 

wajib pajak 

reklame yang 

tidak patuh  



49 
 

 
 

37 19 Maret 2024  

a. Ibu Ineke 

Kusumaw

ati, SE, 

MM 

a. Merekap data 

target dan 

realisasi makanan 

dan minuman 

seluruh OPD 

kabupaten 

bondowoso  

a. Mengetahui 

cara rekap data 

target dan 

realisasi seluruh 

OPD kabupaten 

bondowoso  

38 20 Maret 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

Melakukan 

rekapitulasi dan 

menata ulang 

SKPD pajak 

reklame yang 

tutup 

Mengetahui 

cara merekap 

SKPD pajak 

reklame yang 

telah tutup  

39 21 Maret 2024 

a. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

b. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

a. Diskusi bersama 

terkait Tindakan 

BAPENDA untuk 

peningkatan 

penerimaan pajka 

restoran 

b. Melanjutkan 

rekapitulasi 

SKPD pajak 

reklame yang 

tutup 

a. Menambah 

wawasan terkait 

upaya 

BAPENDA 

dalam 

peningkatan 

penerimaan 

pajak restoran  

b. Mengetahui 

cara merekap 

SKPD pajak 

reklame yang 

telah tutup 

40  22 Maret 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

Menyiapkan 

permintaan data 

pajak dan bukti 

potongan  

Mengetahui 

prosedur 

pengarsipan 

dengan 

pengurutan  

41 25 Maret 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S. 

a. Presentasi 

perkembangan 

laporan tugas 

akhir Bab 1-4 

b. Rekapitulasi 

piutang pajak air 

tanah  

a. Memaparkan 

perkembangan 

laporan tugas 

akhir Bab 1-4  

b. Mengetahui 

prosedur 

merekap 

piutang pajak 
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Sos,MM 

 

air tanah  

42 26 Maret 2024  

a. Ibu Lana 

Fauziyah, 

SM  

Membantu proses 

stemple pada 

SKPD yang terbit  

Mengetahui 

prosedur 

stemple pada 

SKPD yang 

terbit  

43 27 Maret 2024  

a. Bapak 

Catur 

Armanto 

Widodo  

Memilah SKPD 

sesuai kode 

wilayah  

Mengetahui 

proses 

pemilahan 

SKPD sesuai 

kode wilayah  

44 28 Maret 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

Menyiapkan 

permintaan data 

pajak dan bukti 

potongan 

Mengetahui 

prosedur 

pengarsipan 

dengan 

pengurutan 

45 1 April 2024  

a. Bapak 

Saiful 

Ramadhan

, SH 

b. Ibu Erika 

Rachmaw

ati, S. 

Sos,MM 

c. Bapak 

Catur 

Armanto 

Widodo 

a. Presentasi 

perkembangan 

laporan tugas 

akhir Bab 1-5 

b. Membuat berita 

acara penyerahan 

lembar SKPD  

a. Memaparkan 

perkembangan 

dan menerima 

saran untuk 

laporan tugas 

akhir  

b. Mengetahui 

cara membuat 

berita acara 

penyerahan 

lembar SKPD  

46 2 April 2024 

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

Penatausahaan 

merekap SKPD 

yang telah tertagih  

 

Mengetahui 

cara merekap 

SKPD yang 

telah tertagih  

47 3 April 2024  

a. Ibu Dwi 

Yeny 

Rahimah, 

SE 

Menyiapkan 

permintaan data 

pajak dan bukti 

potongan 

Mengetahui 

prosedur 

pengarsipan 

dengan 

pengurutan 
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48 4 April  2024  

a. Ibu Inike 

Kusumaw

ati, S.E, 

MM 

b. Ibu Lana 

Fauziyah, 

SM 

a. Melakukan 

rekapitulasi 

laporan pajak 

penerangan jalan 

2023  

b. Membantu proses 

stemple pada 

SKPD yang terbit 

a. Mengetahui 

cara merekap 

laporan pajak 

penerangan 

jalan 2023  

b. Mengetahui 

prosedur 

stemple pada 

SKPD yang 

terbit 

49 5 April 2024  

a. Ibu Lana 

Fauziyah, 

SM 

b. Bapak 

Doddi 

Setiawan, 

S.Sos 

 

 

 

a. Membantu proses 

stemple pada 

SKPD yang terbit  

b. Implementasi 

surat tagihan 

tunggakan pajak 

restoran  

a. Mengetahui 

prosedur 

stemple pada 

SKPD yang 

terbit  

b. Mengetahui 

bagaimana surat 

tagihan 

tunggakan pajak 

restoran  

Mengetahui, 

Analisisi Pajak dan Retribusi Daerah 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

 

 

 

SAIFUL RAMADAN, SH 

NIP. 198107222009011001 
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Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022  
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Lampiran 14 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 
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Lampiran 15  Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 
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Lampiran 16 Kwitansi Transaksi Pajak Restoran  
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Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
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Lampiran 18  Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
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Lampiran 19  Contoh Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah  
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Lampiran 20 Contoh Surat Tagihan Pajak Daerah  
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Lampiran 21  Zoom Bersama Dosen Supervisi Dan Pembimbing Lapangan  
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Lampiran 22 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

Lampiran 23 Transkip Wawancara  

Nama Narasumber  :Saiful Ramadhan, S.H. 

Hari, Tanggal   : Jum’at, 02 Februari 2024 

Pukul    : 09.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Bidang Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoso 

Topik Wawancara : Prosedur Penagihan Pajak Restoran  

 

Hasil wawancara 

Pewawancara : “Assalamu’alaikum Pak Dodik, Saya izin mau melakukan 

wawancara terkait dengan Prosedur Penagihan Pajak 

Restoran, apakah bapak berkenan?”  

Narasumber  : “Walaikumsalam, Iya dek silahkan” 

Pewawancara : “ Baik pak, disini saying ingin mengetahui bagaimana 

prosedur penagihan tunggakan pajak di BAPENDA 

Kabupaten Bondowoso nggih pak?” 

Narasumber : “ Jadi, penagihan tunggakan itu ada 5 proses dek. Surat 

teguran 1, surat teguran, 2 syrat teguran 3, tim bapenda 

turun lapang bersama satgas untuk menegur, dan 

penempelan banner atau pencabutan srat izin usaha.” 

Pewawancara : “ Untuk wajib pajak biasanya akan membayar di 

peringatan keberapa nggih pak?” 

Narasumber  : “ Kalau untuk wajib pajak biasanya ketika ingin dipasang 

banner itu akan membayar atau mengajukan keringanan 

melalui petugas penagihan”. 

Pewawancara  : “ Baik Bapak. Untuk kendala yang dialami saat proses 

penagihan bagaimana nggih bapak?” 

Narasumber  : “ Kalau untuk kendala bervariasi. Dari wajib pajak sering 

menunda pembayaran jika tidak ditagih, masalah finansial, 

fiscus seringkali susah untuk menemui wajib pajak.” 

Pewawancara  : “ Untuk kendala yang finansial itu kenapa nggih pak?” 
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Narasumber : “ Biasanya wajib pajak itu jarang melakukan yang 

Namanya pembukuan, sehingga tidak bisa membedakan 

antara keuntungan dan pengeluaran usahanya. Nantinya, 

wajib pajak selalu beralasan uang untuk membayar pajak 

itu tercampur denga uang kebutuhan pribadi wajib pajak 

sehingga tidak membayar pajak.” 

Pewawancara : “ Baik bapak, selanjutnya upaya apa yang telah dilakukan 

BAPENDA untuk mengatasi Kendala tersebut bapak? 

Narasumber : “ upayanya kita sering melakukan sosialisasi di tiap 

kecamatan, hal itu penting karena wajib pajak dapat 

mengetahui pentingnya membayar pajak tepat waktu bagi 

negara dan diri mereka sendiri. Kita juga sebagai tim 

penagihan lebih memilih untuk bersikap damai ketika 

menghadapi wajib pajak yang selalu menunggak atau bisa 

disebut persuasive dan untuk menambah potensi 

penerimaan tim BAPENDA menggali potensi untuk wjib 

pajak baru dan tidak aktif.” 

Pewawancara : “baik bapak, terimakasih atas waktu dan penjelasannya 

terkait penagihan pajak restaurant.” 

Narasumber : “ Iya, sama-sama dek”.  
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